Judul Produk Pelayanan	: Penyerahan Surat Keterangan Asal Dan/Atau Deklarasi Asal Barang
Nomor KEP			: KEP-217/BC/2023
Nomor Produk			: 004

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

	No
	Komponen
	Uraian

	1
	Persyaratan

Pelayanan
	Surat  Keterangan  Asal  Dan/Atau  Deklarasi  Asal  Barang

diajukan untuk barang impor yang terkait dengan


a. Persetujuan  Perdagangan  Bebas  ASEAN-Hong  Kong, Republik Rakyat Tiongkok;
b.  Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia;
c.  Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;

d.  Persetujuan  Pembentukan  Kawasan  Perdagangan  Bebas

ASEAN-Australia-Selandia Baru;

e. Persetujuan  Perdagangan  Barang  dalam  Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;
f.	Persetujuan    Mengenai    Perdagangan    Barang    dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh	antara   Perhimpunan   BangsaBangsa   Asia Tenggara dan Republik India;
g. Persetujuan  Perdagangan  Barang  dalam  Persetujuan Kerangka	Kerja   mengenai   Kerja   Sama   Ekonomi   dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok;
h. Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik	Indonesia   dan   Pemerintah   Republik   Islam Pakistan;
i.	Persetujuan    Kemitraan    Ekonomi    Menyeluruh    antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan BangsaBangsa Asia Tenggara dan Jepang;
j.	Memorandum    Saling    Pengertian    antara    Pemerintah Republik	Indonesia   dan   Pemerintah   Negara   Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina;
k. Persetujuan  antara  Republik  Indonesia  dan  Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
l.	Persetujuan  Kemitraan  ·  Ekonomi  Komprehensif  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile;






m. Persetujuan   Kemitraan   Ekonomi   Komprehensif   antara

Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;

n.  Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara Negara

Anggota D-8;

o.  Persetujuan Perdagangan Preferensial antara Pemerintah

Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik;

p.  Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional;

q. Perjanjian  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea; atau
r. Perjanjian atau kesepakatan internasional lainnya yang mengatur tentang ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA dan/ atau DAB



Penyerahan   SKA   dan/atau   DAB   sebagaimana   dimaksud dilakukan dengan mekanisme:

a.  menyerahkan lembar asli SKA dan/ atau lembar asli DAB;

dan/atau

b.  mengirimkan hasil pindian berwarna atau hasil unduhan

SKA dan/ atau DAB melalui:

i.     Sistem Komputer Pelayanan;

ii.     surat elektronik (e-mail); atau

iii.     media  elektronik  .lainnya  yang  disediakan  oleh

Kantor Pabean,

dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-

01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah

Pabean, atau PPKEK pemasukan barang ke KEK





SKA dan/atau DAB yang diserahkan merupakan:


a.  lembar asli SKA atau hasil pindaian berwarna lembar asli

SKA;

b. hasil unduhan SKA, dalam hal SKA merupakan hasil unduhan dari website Instansi Penerbit SKA; dan/atau
c.  lembar asli DAB atau hasil pindaian berwarna lembar asli

DAB.



SKA harus memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik.




Penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA berlaku, jika:

a.  perjanjian atau kesepakatan internasional telah mengatur penggunaan	tanda   tangan   pejabat   yang   berwenang dan/atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara elektronik; dan/ atau
b.  Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan	website   untuk   melakukan   pengecekan validitas SKA.



SKA dapat tidak memuat tanda tangan eksportir dan/ atau

Overleaf Notes, jika:


a. perjanjian    atau    kesepakatan    internasional    tidak mewajibkan	adanya  tanda  tangan  eksportir  dan/atau Overleaf Notes; dan/atau
b.  Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan	website   untuk   melakukan   pengecekan terhadap validitas SKA.



Dalam hal SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta lmportir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk menyerahkan lembar asli SKA dan/atau lembar asli DAB.




Penyerahan  lembar  asli  SKA  dan/atau  lembar  asli  DAB

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:


a.  untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari; atau



	
	
	b.  untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor

Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari kerja,



setelah Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan permintaan dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri mengenai dokumen pelengkap pabean.

	2
	Sistem, Mekanisme


Dan Prosedur
	1.  Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/

Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan SKA dan/ atau DAB ke Kantor Pabean.
2. Penyerahan SKA dan/atau DAB untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur merah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor	Pabean     yang     memberikan     pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari; atau
b.  untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor	Pabean     yang     memberikan     pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari kerja,
setelah pemberitahuan pabean impor mendapatkan Surat

Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).


3.  Penyerahan  SKA  dan/atau  DAB  untuk  Importir  yang termasuk	dalam   kategori   jalur   hijau,   Penyelenggara/ Pengusaha		TPB,     Penyelenggara/     Pengusaha     PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.  untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor     Pabean     yang     memberikan     pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari






	
	
	dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/atau DAB wajib

diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari;

atau

b.  untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor	Pabean     yang     memberikan     pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,
setelah pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, atau PPKEK pemasukan barang ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

4.  Pemohon mendapatkan tanda terima penyerahan SKA

dan/atau DAB

	3
	Jangka Waktu


Penyelesaian
	Tanda terima penyerahan SKA dan/atau DAB paling lama 1

(satu hari kerja terhitung sejak penyerahan SKA dan/atau DAB

diterima secara lengkap

	4
	Biaya/tarif
	Tidak dipungut biaya

	5
	Produk Pelayanan
	Tanda terima penyerahan SKA dan/atau DAB

	6
	Penanganan

Pengaduan,


Saran dan Masukan
	1.  Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara

on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
2.  Pengaduan,  saran,  dan  masukan  langsung  via  saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
3.  Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja














